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berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya

PEDOMAN TRANSLITERASI

berdasarkan kaidah berikut®:

A. Konsonan

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang

| = tidak dilambangkan » | =dl
< | =b L | =th
| St L | =dh
o | =ts ¢ | = (koma menghadap keatas)
sl ¢ |=on
z |=h =i
# | =kh A A
> | =d 4 | =k
3 | =dz J =1

o | =T ¢ | =m
= o | =n
» 86 s |=w
S | =8y » |=h
oo | =sh s =Y

'Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya llmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas
Syariah UIN Maliki Malang, Pedoman Penulisan Karya llmiah, ( Malang: Fakultas Syariah UIN

Maliki, 2012), h. 73-76.




Hamzah (=) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang 7.

Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. Sedangkan
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =, misalnya J menjadi gla
Vokal (i) panjang =, misalnya s menjadi g la
Vokal (u) panjang =, misalnya .,> menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

‘Gi)’ ({3} ]

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah
ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = , misalnya Js menjadi qgawlun
Diftong (ay) = » misalnya .- menjadi khayrun
Ta’ Marbthah (¢)
Ta’ Marbiithah (3) ditransliterasikan dengan™t” jika berada di tengah

kalimat, tetapi apabila fa’ marbiithah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya i, il menjadi al-

Xi



risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

Al i, menjadi fi rahmatillah.

Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (J)) ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Contoh:
1. Al-Imam al-Bukhériy mengatakan...

2. Billah ‘azza wa jalla.

Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin
Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan
untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi
Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai

kantor pemerintahan, namun...”
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Arrouf, Moh. Nur. 2017, 13220213, Keabsahan ljazah Sebagai Agunan Dalam
Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Figh Syafiiyah.
Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas
Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum

Kata Kunci : Agunan dan Figh Syafiiyah

Hukum jaminan telah mengalami perkembangan seiring dengan
pemberlakuan berbagai regulasi yang mengatur tentang praktik di perbankan
syariah. Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam
menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan jaminan pada pembiyaan
perbankan syariah ini dapat memberikan mafaat bagi kreditur dan debitur. Adanya
sebuah barang jaminan (marhun) adalah untuk memberikan kepastian hukum,
saling percaya dan memberikan manfaat diantara kedua belah pihak. Namun pada
prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada perbankan syariah,
benda-benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-
syarat tertentu. Oleh karena itu peneliti ingin menjelaskan bahwa keabsahan
ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan menurut regulasi perbankan
syariah dan perspektif figh Syafiiyah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
keabshan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah
menurut regulasi perbankan syariah dan bagaimana keabsahan ijazah dalam akad
pembiayaan menurut figh syafiiyah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual serta
data sekunder, yaitu kitab-kitab figh Syafiiyah dan buku tentang hukum jaminan
yang relevan dengan materi penelitian.

Setelah melalui analisah, diperolen dua temuan, Pertama: Menurut
regulasi perbankan syariah landasan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/46/PBI1/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank
Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pihak Bank
itu dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang
yang dibiayai Bank. Kedua, menurut figh Syafiiyah, bahwa barang yang
dijadikan jaminan harus berupa barang yang memiliki nilai harga atau uang dan
syarat marhun adalah harus berupa barang yang sah diperjual belikan, maka boleh
digadaikan atau dijadikan jaminan yang mana fungsinya untuk pelunasan utang
bagi debitur tersebut.
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ABSTRACT

Arrouf, Moh. Nur. 2017, 13220213, The Validity Of The Certificate As An
Collateral A Financing Contract Islamic Banking In Figh Syafiiyah
Perspective. Skripsi, Faculty of Syariah, Department of Sharia Buseness
Law, State Islamic University of Negri Maulana Malik lbrahim.

Advisor : Burhanuddin Susamto, S. HI., M.Hum

Keywords : Collateral and Figh Syafiiyah Perspective.

Legal guarantees have experienced development in line with the
enforcement of various regulations that govern the practice of Islamic Banking.
The guarantees have position and benefits that are essential in supporting
economic development, because the existence of guarantees in the financing of
Islamic banking can give benefit to creditors and debtors. The existence of a
guarantee (marhun) is to provide legal certainty, mutual trust and benefit between
the two sides. However, in principle, not all objects can guarantee pledged in
Islamic banking, objects which can be pledged are objects that meet certain
conditions. Therefore, researchers would like to clarify that the validity of the
certificate as collateral in a financing contract according to Islamic banking
regulation and figh Syafiiyah perspective.

As for the formulation of the problem in this research is how the validity
of certificate as collateral in a financing contract Islamic banking according to
Islamic banking regulation and how the validity of the certificate in contract
financing according to figh syafiiyah.

The type of research used in this study are normative method by using
the approach of law and conceptual as well as secondary data, i.e. the books of
figh Syafiiyah and books on legal guarantees that are relevant to the research
material.

After going through analyzis, obtained two findings. First: According to
the regulation of Islamic banking the cornerstone of the regulation of Bank
Indonesia Number 46/7/PBI1/2005 regarding the Proposed gathering together And
Channelling of funds for banks Which carry out business activities based on
sharia principles. The Bank it can ask the customer to provide additional collateral
in addition to goods financed Bank. Second, according to the figh Syafiiyah, that
any warranty of goods must be goods that have a value of money and the price or
terms of the marhun is legitimate goods must be bought traded, then be pawned or
made into a guarantee which function to repayment of debt to the debtor.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Di dalam perkembangan usaha dan perdagangan selalu diikuti dengan
perkembangan kebutuhan pembiayaan usaha atau kredit usaha. Sebagai
perlindungan hukum maka fasilitas pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh
kreditur (bank atau lembaga pembiayaan) adalah memerlukan jaminan atau
agunan. Dengan pemberian jaminan (agunan) ini akan dapat diperoleh
pengembalian piutangnya jika kelak debitur wanprestasi atau ingkar janji
melalui eksekusi benda jaminan tersebut.

Hukum jaminan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan hukum
jaminan pada masa pemerintah Hindia Belanda, Jepang dan zaman
kemerdekaan sampai saat ini. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda,
ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum jaminan dapat di kaji dalam
buku Il KUH Perdata dan stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah di ubah
menjadi Stb. 1937 Nomor 190 tentang Credietverband. Credietverband
merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembebanan jaminan bagi
orang bumi putra (Indonesia Asli). Dalam buku Il KUH Perdata, ketentuan-
ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai (pand).
Pand yang diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan 1160.

Sejak zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini (1945-2003) telah
banyak ketentuan hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi

undang-undang. Pada zaman kemerdekaan sampai saat ini dapat dipilah

? Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014),
h.1



menjadi dua era, yaitu era sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Pada era
sebelum reformasi, ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan adalah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria. Dalam ketentuan ini juga merujuk pada berbagai peraturan perundang-
undangan lainya. Hal ini terlihat pada kosideran Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 yang mencabut berlakunya Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku
sejak berlakunya undang-undang tersebut.®

Pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang
tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang
dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-
Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional
untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara
total menjadi Bank Syariah.*

Perbankan Syariah banyak diperbincangkan sebagai suatu alternatif
dalam menyandang agent of development di masa mendatang yang selama ini
dalam kurun waktu yang sangat panjang telah didominasi oleh sistem
konvensional. Perbankan syariah dikenal di Indonesia pada tahun 1992 diawali
dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Keraguan masyarakat umum

maupun otoritas moneter terhadap keberlangsungan Bank Syariah telah

* Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014),
h. 2

* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001),
h. 25-26



dijawab dengan resistensi bank syariah menghadapi krisis moneter pada
tahun 1997 kendati pada saat itu umurnya baru 5 tahun semenjak berdiri di
Indonesia. Kondisi ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keluarnya undang-undang ini
dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk
mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan,
pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan pripsip syariah.

Perbankan syariah khususnya dalam menerima suatu pembiayaan
hampir setiap penyaluran kredit meminta persyaratan yakni adanya sebuah
barang jaminan atau angunan. Menurut Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yaitu agunan adalah
jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak
bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah
dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah
penerima fasilitas.”

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada
lembaga perbankan atau lembaga keunagan nonbank, benda-benda yang dapat
dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-
syarat benda jaminan yang baik, pertama adalah dapat secara mudah
membantu peroleh kredit itu oleh pihak yang memerlukanya. Kedua, tidak

melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau

® pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
(Lembaran Negara).



meneruskan usahanya. Ketiga, memberikan kepastian kepada kreditur, dalam
arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu
dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil)
kredit.®

Perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ada dua
pertimbangan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai kreteria jaminan, yang
pertama adalah marketable artinya pada saat dieksekusi jaminan tersebut bisa
dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh utang debitur. Kedua adalah
secured artinya, benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, sesuai
dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika kemudian hari terjadi
wanprestasi, bank punya kekuatan secara yuridis untuk melakukan tindakan
eksekusi.’

Jenis benda yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada
prinsipnya adalah benda bergerak, antara lain : barang-barang perhiasan (
seperti kalung dan cincin dari emas, perak dan intan), barang-barang elektronik
(seperti leptop, TV, dan kulkas), kendaraan (seperti motor dan mobil), barang-
barang rumah tangga, mesin (seperti mesin jahit dan mesin motor kapal),
tekstil, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat
berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga

lainnya.?

® Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2014), h. 27

’ Elvyn G Masassya, Hukum jaminan perbankan, (Bandung: Kaifa, 2013), h. 19

¥ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.
266



Perbankan syariah khususnya dalam menyalurkan pembiayaan
meminta persyaratan diantaranya adalah surat kuasa dari nasabah pembiayaan
kepada bendaharawan untuk memotong gaji atau hal-hal pegawai yang
bersangkutan dan menyetorkannya ke rekening tabungan. Kemudian surat
pernyataan bendaharawan untuk memotong gaji atau hal pegawai yang
bersangkutan dan sebuah agunan tambahan yaitu berupa ijazah asli.® Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keabsahan
ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan menurut regulasi perbankan
syariah dan keabsahan ijazah perspektif figh Syafiiyah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitan ini

adalah :
1. Bagaimana keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan
menurut regulasi perbankan syariah ?
2. Bagaimana keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan
menurut figh Syafiiyah?
C. Batasan Masalah

Perkembangan yang signifikan di bidang perbankan syariah di
Indonesia terjadi pada tahun 2008, yakni dengan diundangkannya Undang
Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, keluarnya undang-
undang ini merupakan sebagai kebijakan pemberlakukan yang ditentukan oleh
kebijakan dasar dari Peraturan Bank Indonesia, yang merupakan sebagai bank

sentral Indonesia untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan perbankan di

° Buku Panduan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasuruan.



Indonesia. Kegiatan perbankan syariah didasari oleh asas, tujuan dan fungsi
dari perbankan syariah didalam melakukan kegiatan usahanya yang berasaskan
prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, dengan
bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat
yaitu untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan
syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan
dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan inilah yang
menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk
memberikan produk berdasarkan akad rahn.'°

Jaminan merupakan sebuah kajian yang cukup luas cakupannya,
istilah jaminan dalam kajian hukum Islam di sebut dengan rahn. Dalam Al-
quran dan Hadist telah di jelaskan bahwa “Jika kamu dalam perjalanan (dan
bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang
berpiutang) (QS. Al-Bagarah [1]: 283)”, dan pendapat dari figh Syafiiyah
tantang hukum jaminan atau rahn itu harus terdapat syarat dan rukunnya yaitu

terdiri dari pihak yang bertransaksi dalam rahn, shigot dalam berakad, dan

'® Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2009), h. 171



objek yang di jadikan sebagai jaminan. Dari latar belakang tersebut, peneliti

hanya membatasi kepada objek jaminan dalam rahn atau barang yang di

jadikan sebagai agunan perspektif figh Syafiiyah.

Alasan peneliti memilih figh syafiiyah, karena memiliki pemikiran
dan kontribusi yang luar biasa dalam khazanah pengkajian hukum Islam,
khususnya dalam bidang ilmu figh yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Begitu juga banyak dari kalangan para Ulama muta akhirin berpegang pada
pada pendapat Ulama syafiiyah untuk dijadikan sebagai sumber-sumber
rujukan dalam pengkajian hukum Islam, khususnya dalam bidang ilmu figh.

. Tujuan Penelitian

Tujuan yang kami lakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsi dan menganalisis keabsahan ijazah sebagai agunan
dalam akad pembiayaan perbankan syariah menurut regulasi perbankan
syariah.

2. Untuk mendeskripsi dan menganalisis keabsahan ijazah sebagai agunan
dalam akad pembiayaan menurut figh Syafiiyah.

. Manfaat Penelitain

Manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan Kkontribusi untuk
pengembangan ilmu hukum, terutama hukum jaminan di Indonesia, hukum
jaminan telah mengalami perkembangan seiring dengan pemberlakuan
berbagai regulasi yang mengatur tentang praktik di perbankan Syariah.

Praktik ekonomi syariah dalam perbankan syariah merupakan bagian dari



kehidupan mua’malah igtishadiyah yang keberadaanya telah mendapatkan
pengakuan secara yuridis formal.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Civitas Akademika UIN Maliki Malang.
Bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya pada
mata kuliah hukum jaminan, figh mu’amalah, gowaidul fighiyyah, serta
bisa di jadikan literatur dalam proses pengembangan kajian hukum dalam
lingkup akademisi.
b. Bagi Masyarakat.
Supaya bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran
mengenai keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan
perbankan syariah persefektif figh Syafiiyah, sehingga masyarakat dapat
menerapkan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.
c. Bagi Perbankan Syariah
Dari hasil penelitian ini semoga menjadi informasi dan sebagai alat
ukur, apakah keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan
perbankan syariah sesuai dengan pendapat para ulama apa tidak,
sehingga perbankan syariah dapat melakukan pertimbangan dalam
menentukan kebijakannya.
F. Definisi Oprasional
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi
ini, dan untuk pemahaman interpreatif yang bermacam-macam, maka peneliti
akan menjelaskan beberapa istilah yang di gunakan dalam penelitian ini,

sebagai berikut :



ljazah

Agunan

Akad

Pembiayaan

Perbankan Syariah :

ljazah menurut bahasa kamus kbbi adalah surat tanda
tamat belajar. Pengertian lain yang di jelaskan dalam
(Peraturan Menditbud RI No 81 Tahun 2014) ijazah
adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar
dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan
sesudah lulus ujian yang di selenggarakan oleh

perguruan tinggi.

: Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda

bergerak maupun benda tidak bergerak yang
diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah
dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin
pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah
atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan
Prinsip Syariah.

Pembiayaan adalah kegiatan mengeluarkan uang
dalam rangka mengadakan, mendirikan atau
melakukan sesuatu.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu Yyang
menyankut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah, mencankup kelembagaan, kegiatan usaha,

serta cara dan proses dalam melaksanakan uasahanya.



Figh Syafiiyah : Figh menurut bahasa artinya adalah paham atau
pemahaman yang mendalam. Figh syafiiyah adalah
produk-produk pemikiran yang mengatur tentang
hukum Islam baik dari segi agidah, tatacara dalam
beribadah, dan bermu’amalah dengan pemahaman
Islam yang difatwakan oleh Imam syafi’i dengan
pemahaman yang dikembangkan oleh ulama pengikut
mazhab syafiiyah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif, menurut peter mahmud marzuki, penelitian
hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-
isu hukum yang dihadapi.** Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum
normatif karena untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep
baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, terkait
tentang keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan menurut

regulasi perbankan syariah dan perspektif figh Syafiiyah.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama,

menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum,

! Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.
132

10



konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan
sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas,
kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan
perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan
keabsahan ijazah sebagain agunan dalam pembiyaan menurut perbankan
syariah dan perspektif figh Syafiiyah, dengan menggunakan :

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan hukum jaminan, yaitu:*?

1) Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, yaitu tentang barang jaminan atau agunan adalah
jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak
bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank
Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan
kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

2) Undang-Undang KUH Perdata Pasal 1131 Buku Il KUH Perdata
(Burgerlijk Wetboek) yang mengatur segala kebendaan seorang
debitur, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur

tersebut.

"2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.

136
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3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI1/2005 Tentang Akad
Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan
mempelajari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan
agama, peneliti menemukan konsep-konsep yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan figh Syafiiyah dan
doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam
membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang
dihadapi.’®
3. Bahan Hukum
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber
penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan
bahan-bahan hukum skunder atau bahan hukum tersier.**
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
Dalam penelitian ini bahan hukum primer antara lain meliputi :

1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.
136
' Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.
181
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2) Undang-Undang KUH Perdata Pasal 1131-1132 Buku Il KUH Perdata
(Burgerlijk Wetboek) yang mengatur segala kebendaan seorang
debitur, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur
tersebut.

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI1/2005 Tentang Akad
Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan menegenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-
undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, yang meliputi
buku-buku hukum jaminan, kitab-kitab syafiiyah, skripsi, dan karangan
lainnya yang berkaitan dengan hukum jaminan dan rahn. Seperti :

1) Kitab Figh Sarah Fathul Qarib, karya Abu Suja’, Syaikh Samsudin,
Abu Abdillah Muammad bin Qasim.

2) Kitab Figh [Ikna’, karya Syaikh Syamsudin Muhammad bin
Muhammad Al-khatibi Al-Syarbany.

3) Kitab Figh Fathul Wahab, Karya Abu Zakaria Al-Ansori

4) Kitab figh Kifayatul Akhyar karya, Syaikh Syaik Al-Imam Tagiyuddin
Abi Bakrin bin Muhammad Husaeni Damaskus As-Syafii.

5) Buku Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia karya Dr. H.
Salim. HS., S.H.,M.S

6) Buku Hukum Jaminan Keperdataan, karya Rachmadi Usman.

7) Buku Perbankan Syariah di Indonesia, karya Abdul Ghofur Anshori
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8) Buku 2 Figh Madzhab Syafiiyah, karya Drs. H. Ibnu Masu’ud dan
Drs. H. Zaenal Abidin S
9) Buku Figh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Karya Nawawi
Ismail.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti kamus.™

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan, yaitu melalui
kegiatan studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi catatan hukum.®

Kepustakaan yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan serta buku

karya tulis bidang hukum jaminan. Kegiatan studi kepustakaan dilakukan

dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penentuan sumber data sekunder (sumber hukum primer dan sumber
hukum sekunder, berupa perundang-undangan, literatur di bidang ilmu
pengetahuan hukum jaminan dan literatur di bidang figh Syafiiyah).

b. Identifikasi data sekunder (sumber hukum primer dan sumber hukum
sekunder) yang diperlukan, yaitu proses mencari dan menemukan bahan
hukum berupa ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-
undangan, judul buku, nama pengarang, cetakan, kota penerbit, penerbit,

tahun terbit dan nomor halaman karya tulis bidang hukum.

> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo,
2006), h. 13
' Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Yogjakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.

184
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c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah (pokok bahasan
atau sub pokok bahasan) dengan cara pengutipan atau pencatatan.
d. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya
dengan kebutuhan dan rumusan masalah.
5. Analisis Penelitian

Dalam menganalisa data yang diperlukan, metode yang digunakan
adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah mengangkat fakta
keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian
dan menyajikan apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau
keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran
yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga ditemukan
esensi jaminan yang sesuai menurut ajaran Islam.

Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian yang hanya melakukan
studi kepustakaan (data sekunder) tanpa melakukan penelitian lapangan
(data primer). Laporan skripsi itu akan hanya bersifat deskripsi analitis
berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat normatif-juridis.*’

H. Penelitan Terdahulu
Untuk menghindari plagiarisme maka penulis akan melampirkan
penelitian terdahulu diantaranya adalah:
Penelitian pertama yang dilakukan oleh Eka Fitriyana tentang
“Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan

Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang” pada

Y Hilman Hadikumsuma, Metode Penelitian llmu Hukum, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1995),
h. 120-121
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tahum 2015. Analisahnya  terhadap penilaian barang jaminan dalam
mendapatkan pembiayaan murabahah pada BMT Walisongo semarang yaitu
menggunakan Nilai pasar, Nilai Wajar, Nilai Likuiditas, dan Nilai Jual Objek
Pajak. Seperti: mencari informasi harga barang yang dijaminkan berupa harga
beli dan harga jual, memperhitungkan nilai penyusutan selama penyelesaian
tangguhan, memperhitungkan plafond pembiayaan dibanding harga nilai jual
selama masa penyusutan, yaitu maksimal 50% dari harga jual, Menghitung luas
tanah, mencari informasi harga tanah di daerah setempat dari beberapa
responden, dan Melihat harga jaminan menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek
Pajak).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Kurnia Rusmiayati tentang
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad
Pembiayaan Mudharobah Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogjakatra”
pada tahun 2012, yang dikaji dari penelitian ini adalah bagaimana dalam
penerapan jaminan pembiayaan mudhorobah di bank BNI Syariah dengan
menggunakan kerangka magosid syariah dan melihat dari aspek doruriah,
hajiah dan tahsiniyah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Siti Nur Lailatul Mahmudah
tantang “Fungsi Jaminan Dalam Pembiyaan Murabahah Studi Pada LKS
Berkah Madani Kelapa Dua” Pada Tahun 2008 mengungkapkan bahwa
penyertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah merupakan alternatif dari
pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan oleh shahibul
mal demi menghindari moral mudharib yang tidak bertanggung jawab terhadap

kerja sama tersebut. Penyertaan jaminan dalam akad mudharib berfungsi
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sebagai salah satu langkah untuk melindungi dana masyarakat agar tidak hilang
begitu saja akibat keteledoran dari mudharib. Ini merupakan suatu prinsip
kehati-hatian yang diharuskan oleh manajemen dalam pembiayaan.

Dari tiga penelitian terdahulu diatas, semuanya menggunakan metode
penelitian yuridis empiris, oleh karena itu dari penelitian-penelitian tersebut
yang menjadi perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah menggunakan
metode penelitian normatif yakni lebih fokus dalam pengkajian undang-undang
dan konseptual baik itu penjelasan dari buku-buku dan penjelasan kitab-kitab
figh syafiiyah. Dengan judul, keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad

pembiayaan perbankan syariah perspektif figh syafiiyah.
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Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitan Terdahulu :

No | Nama Peneliti | Judul Penelitain Persamaan Perbedaan
Terdahulu
1 Eka Fitriyana. Analisa mekanisme | Membahas Analisah
Nim: penilaian barang tantang barang | penialaian
(122503012) jaminan dalam jaminan dalam | barang jaminan
mendapatkan pembiayaan dalam
UIN Wali Songo | pembiayaan murabahah di pembiayaan
Semarang murabahah di lembaga murabahabh di
KJKS BMT keuangan BMT
Skripsi(2015) Walisongo Mijen Syariah. Walisongo
Semarang Mijen
Semarang
dengan
menggunakan
penialan pasar.
2 Kurnia Tinjauan Hukum Membahas Tentang
Rusmiayati. Islam Tentang tantang jaminan | penerapan
penerapan Jaminan | dalam jaminan
Nim : dalam akad pembiayaan di pembiayaan
(08380036) pembiayaan bank syariah mudhorobah di
Mudhorobah (Studi bank BNI
UIN Sunan kasus di BNI Syariah
Kalijaga Syariah Cabang menggunakan
Yogjakarta Y ogjakatra) kerangka
- maqosid
Skripsi (2012) Syaqriah.
3 Siti nur lailatul | Fungsi jaminan Membahas Analisis
mahmudah. dalam pembiyaan | tantang jaminan | terhadap
Nim: murabahah dalam penerapan
(203046101762) pembiayaan di | jaminan dalam
(Studi pada LKS | bank syariah akad
UIN Syarif berkah madani mudhorabah
Hidayatullah kelapa dua) analisah
Jakarta. terhadap
Skripsi (2008) prosedur
pembiayaan
pada LKS
Berkah
Madani.
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I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar laporan penelitian normatif ini terdiri dari 1V

(empat) Bab dengan beberapa hal pembahasan sebagai berikut:

Bab |

Bab Il

Bab 111

Bab IV

Membahas pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
definisi oprasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan yang
terakhir sistematika pembahasan.

Membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan hukum jaminan
dan rahn, diantaranya yang meliputi tentang hukum jaminan adalah
pengertian jaminan, asas-asas hukum jaminan, sumber hukum
jaminan, fungsi jaminan, jenis jaminan, ketentuan benda jaminan, dan
manfaat jaminan. Sedangkan pembahasan rahn diantaranya meliputi
tentang pengertian rahn, dasar hukum rahn, syarat dan rukun rahn,
syarat-syarat barang rahn, ketentuan barang jaminan (marhun) dalam
fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MU/I1V/2014,
berakhirnya rahn dan hikmah rahn.

Merupakan bab yang memuat hasil penelitian untuk menjawab
pertanyaan yang peneliti rumuskan, melalui bab ini akan diketahui
tantang keabsahan ijazah sebagai agunan menurut regulasi perbankan
syariah dan perspektif figh Syafiiyah.

Berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada
dalam penelitian tersebut. Kesimpulan mencakup pokok-pokok atau
inti dari permasalahan yang telah di paparkan. Pada bab ini juga

mencakup saran-saran dan penutup.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Hukum Jaminan

1. Pengertian

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security
of law, zekerheindsstelling, atau zekerheindsrechten. Dalam keputusan
seminar hukum jaminan yang diselenggarakan oleh badan hukum nasional
depertemen kehakiman bekerja sama dengan dengan fakultas hukum
Universitas Gadjah Mada tanggal 9 sampai dengan 11 oktober 1978
Yogjakarta menyimpulkan, bahwa istilah “hukum jaminan” itu meliputi
pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan.

Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak
literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J.Satrio
hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang
jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadapa seorang debitur.
Ringkasan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum
yang mengatur hubungan antara pemberi dan peneriman jaminan dalam
kaitanya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Dari dua pendapat perumusan pengertian hukum jaminan diatas
dihubungkan dengan kesimpulan seminar hukum jaminan tahun 1978,
intinya dari hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur
hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan
(kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan

suatau jamianan (benda atau orang tertentu).
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Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum
terhadap kreditor sebagai pemberi utang saja, melainkan juga mengatur
perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang.
Dengan kata lain, hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditor
yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu, namun sama-sama
mengatur hak-hak kreditor dan hak-hak debitur berkaitan dengan jaminan
pelunasan utang tertentu."®

Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur yang terkandung di
dalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut.

a) Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumber kepada ketentuan
hukum yang tertulis maupun ketentuan hukum tidak tertulis. Ketentuan
hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari
peratutran undang-undang, termasuk yurisprudensi, baik itu berupa
peraturan yang original (asli) maupun peraturan derivatif (turunan).
Adapun peraturan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan
yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan
utang dengan suatu jaminan.

b) Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum
antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor).
Pemberi jaminan, lazimnya dinamakan debitur, yaitu pihak yang
berhutang dalam suatau hubungan utang-piutang tertentu, Yyang
menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada

penerima jaminan (kreditor). Dalam hal ini yang dapat menjadi pemberi

'® Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarata: Sinar Grafika, 2008), h. 2
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jaminan bisa orang perorangan atau badan hukum yang mendapatakan
fasilitas utang (kredit) tertentu atau pemilik benda yang menjadi yang
menjadi objek jaminan utang tertentu. Adapun penerima jaminan,
lazimnya dinamakan kreditor, yaitu pihak pihak yang berhutang dalam
suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menerima penyerahan suatu
kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan dari pemberi jaminan
(debitur). Dalam hai ini yang dapat menjadi penerima jaminan bisa orang
perorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang
pelunasannya dijamin dengan suatu benda tertentu sebagai jaminan.

c) Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Karena
utang yang dijamin itu berupa uang, maka jaminan disini sedapat
mungkin harus dapat dinilai dengan uang. Jaminan disini bisa jaminan
kebendaan maupun perseorangan.

d) Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan
sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang tertentu, artinya
pembebanan kebendaan jaminan yang dilakukan dengan maksud untuk
mendapatakan utang, pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh
seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum
berdasarkan kepercayaan, yang dipergunakan sebagai modal atau
investasi usaha. Dengan kata lain pembebanan kebendaan jaminan
dimaksudkan untuk menjamin pengamanan pelunasan utang tertentu

terhadap kreditor bila debitur mengalami wanprestasi.™

¥ Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarata: Sinar Grafika, 2008), h. 3
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Sedangkan istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa
Belanda yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup
secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di
samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.
Selain istilah jaminan dikenal juga dengan agunan.”® Istilah angunan dapat
dibaca dalam Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, yaitu tentang barang jaminan atau agunan
adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda
tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah
dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban
nasabah penerima fasilitas.

Di dalam seminar badan pembinaan hukum nasional yang
diselenggarakan di yogjakarta, pada tanggal 20 sampai 30 juli 1977,
disimpulkan pengertian jaminan, jaminan adalah menjamin di penuhnya
kewajiaban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan
hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.

Kontuksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang
dikemukakan oleh Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan berpendapat
bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan
debitur untuk menjamin sesuatu utang piutang dalam masyarakat. Dari
definisi jaminan yang dipaparkan diatas pertama adalah difokuskan pada

pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank). Kedua adalah ujudnya

%% salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2014),h. 21
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jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil). Ketiga adalah
timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. la
berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima oleh
kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin sesuatu utang piutang
dalam msyarakat. Alasan-alasan digunakan istilah jaminan yang pertama
kerena telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dalam hal ini
berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga
jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan
sebagainya. Yang kedua karena telah digunakan dalam beberapa peraturan
perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum
dalam undang-undang hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Pada prinsipnya penulis sepakat dengan apa yang dikemukakan
oleh M. Bahsan, bahwa istilah yang lazim digunakan dalam kajian teoritis
adalah jaminan. Istilah ini, mencangkup jaminan materiil dan jaminan

perorangan.?

. Asas-Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai
literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 (lima) asas penting dalam

hukum jaminan, yaitu :??

?! Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),

h. 22

?2 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),

h.9
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a. Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak
fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan
supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut
sedang dilakukan pembebanan jaminan.

b. Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek
hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah
terdaftar atas nama orang tertentu.

c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat
mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek,
dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

d. Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada
penerima gadai.

e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu
kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah
negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dan yang
bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain,
berdasarkan hak pakai.

Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan asas-asas hukum
jaminan ini meliputi, asas-asas filosofis, asas konstitusional, asas politis, dan
asas oprasional (konkret) yang bersifat umum. Asas oprasional dibagi
menjadi asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas
publisitas, asas spesialitet, asas totalitas, asas asessi perlekatan, asas

konsistensi, asas pemisahan horizontal dan asas perlindungan hukum.
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Pemaparan asas-asas hukum yang dikemukakan oleh Mariam

Darus tidak diberikan pengertian, namun penulis sendiri mencoba untuk

menjelaskan dan mengartikan asas-asas yang berkaitan dengan asas

filosofis, konstitusional, politis, dan oprasiona. Keempat asas itu di sajikan
berikut ini:*

a. Asas filosofis, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut
oleh bangsa Indonesia, yaitu pancasila.

b. Asas konstitusional, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-
undangan dibuat dan disahkan oleh pembentukan undang-undang harus
didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di
Indonesia yaitu UUD 1945. Apakah undang-undang yang dibuat dan
disahkan tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang
tersebut harus dicabut.

c. Asas politis, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik di dalam
penyusunan perundang-undang diasarkan pada tap MPR.

d. Asas oprasional (konkrit) yang bersifat umum merupakan asas yang
dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

Untuk tiap-tiap asas-asas hukum tersebut, dapat dilihat pada bab-
bab yang berkaitan dengan hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, dan

hipotik kapal laut.

% Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, h. 10
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3. Sumber Hukum Jaminan

Pada dasarnya sumber hukum jaminan dapat dibedakan menjadi
dua macam, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.
Sumber hukum materiil ialah tempat materi hukum itu diambil. Sumber
hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum,
misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi
(pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah,
perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal
merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan
bentuk atau cara yang menyebabkan perturan hukum formal itu berlaku.
Yang diakui umum sebagai hukum formal ialah dari undang-undang,
perjanjian antar negara, yurispudensi, dan kebiasaan.

Sumber hukum formal ini dapat digolongkan menjadi dua macam,
yaitu sumber hukum formal tertulis dan tidak tertulis. Analog dengan hal
itu, maka sumber hukum jaminan dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu
sember hukum jaminan tertulis dan tidak tertulis. Yang dimaksud dengan
sumber hukum jaminan tertulis adalah tempat ditemukanya kaidah-kaidah
hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya sumber hukum
jaminan tertulis terdapat di dalam perundang-undanagan, trakata, dan
yurisprudensi. Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan tertulis,

sebagai berikut?*

** Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),

h. 14
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a. Sumber hukum formal tertulis.

1) Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, yaitu tentang barang jaminan atau agunan adalah
jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak
bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah
dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban
nasabah penerima fasilitas.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

KUH Perdata sebagai terjemahan dari Burgerlijk Wetboek merupkan
kodifikasi hukum perdata material yang diberlakukan pada tahun 1848
berdasarkan asas konkordansi. Ketentuan hukum jaminan dapat
dijumpai dalam Buku Il KUH Perdata yang mengatur mengenai
hukum kebendaan. Ditilik dari sistematika KUH Perdata, pada
prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan.
Dalam buku Il KUH Perdata diatur mengenai penegertian, cara
membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan
kenikmatan dan jaminan. Ketentuan dalam pasal-pasal buku Il KUH
Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan
dimulai dari titel kesembilan belas sampai dengan titel ke dua puluh
satu, pasal 1131 samapai 1232. Pasal 1131 KUH Perdata mengatur
segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun yang

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada
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dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi
debitur tersebut.”

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI1/2005 Tentang Akad
Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Sumber hukum formal tidak tertulis, adalah tempat ditemukanya kaidah
hukum jaminan yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat
dalam hukum kebiasaan atau tradisi.

4. Fungsi Jaminan
Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu:

a. Untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak
ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.

b. Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan
jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur.
Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang
dijaminkan.?®

5. Jenis Jaminan
Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di
Indonesia dan yang berlaku di luar negri. Dalam pasal 24 Undang-U ndang
Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak

memberikan kredit tanpa adanya jaminan” jaminan dapat bedakan menjadi 2

** Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarata: Sinar Grafika, 2008), h. 4
**Syaifurrahman, Jaminan DalamPembiayaan Bank Syari’ah”, http://syaifurrahman.blogspot.com,
diakses 27 Desember 216.
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macam, yaitu: Pertama, jaminan materiil (kebendaan) yaitu jaminan
kebendaan. Kedua, jaminan imateriil (perorangan) yaitu jaminan
perorangan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti
memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai
sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan
perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu,
tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang
menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Sri Soedewi Masjchoen
Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan
jaminan jaminan perorangan jaminan materiil adalah jaminan yang berupa
hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai
hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa
pun , selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan
imateiil (perorangan) dalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung
pada seseorang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu
terhadap harta kekayaan debitur umumnya.?’

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang
tercantum pada jaminan materiil, yaitu:?

a. Hak mutlak atas suatu benda
b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu

c. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun

? salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2014), h. 23
%8 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, h. 25
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d. Selalu mengikuti bendanaya

e. Dapat dialihkan kepada pihak yang lainya.

Unsur jaminan perorangan, yaitu :
1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu
2) Hanya dapat dipertahakan terhadap debitur tertentu
3) Terdapat harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu :

ob)

. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku Il KUH Perdata
b. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku Il KUH Perdata
c. Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaiman
telah diubah dengan Stbh. 1937 Nomor 190
d. Hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun
1996
e. Jaminan fidusia, sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 42
Tahun 1999
Yang termasuk jaminan perorangan adalah :
1) Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih.
2) Tanggung menaggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
3) Perjanjian garansi.
Dari delapan jenis jaminan diatas, maka yang masih berlaku
adalah:*

1) Gadai

*® salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2014),h. 25

31



2) Hak tanggungan
3) Jaminan fidusia
4) Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara
5) Borg
6) Tanggung-menanggung
7) Perjanjian garansi
Dalam perspektif hukum perdata, perbedaan kebendaan bergerak

dan kebendaan tidak bergerak ini diatur di dalam Pasal 504 dan Pasal 506

samapai dengan Pasal 518 KUH Perdata. Suatau benda dikatagorisasikan

sebagai kebendaan bergerak bisa dikarenakan sifatnya dapat dipindah atau
dipindahkan tempat (verplaatsbaar) tanpa mengubah wujud, fungsi dan
hakikatnya, kebendaan bergerak karena undang-undang. Demikian pula
sebaliknya kategorisasi kebendaan tidak bergerak bisa karena sifatnya
adalah benda yang apabila dipindahkan tempat mengubah wujud, fungsi,
dan hakikatnya atau benda apabila bergerak karena tujuan atau
peruntukannya, atau karena undang-undang.

Ketentuan dalam pasal 509, pasal 510 dan pasal 511 KUH Perdata
mengkatagorisasikan kebendaan bergerak atau dua jenis, yaitu:*

a. Kebendan bergerak karena sifatnya bergerak, bahwa kebendaan tersebut
dapat berpindah atau di pindahkan tempat (verplaastsbaar). Seperti
kapal, perahu, perahu-perahu tambang, penggilingan dan tempat
pemandian yang dipasang di perahu atua yang berdiri, terlepas dan

benda-benda sejenis itu. Dikecualikan benda bergerak, yaitu kapal

*® Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarata: Sinar Grafika, 2008), h. 46
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dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m3 atau dinilai sama
dengan itu, karena termasuk kebendaan tidak bergerak (kebendaan tetap).
b. Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang yang telah
menetapkanya sebagai kebendaan bergerak, yaitu berupa hak-hak atas
benda bergerak, yang meliputi:
1) Hak pakai hasil (vruchtgebruik) dan hak pakai (gebruik) atas benda
bergerak.
2) Hak atas bunga-bunga yang diperjanjiakan
3) Penagihan atau piutang atas benda bergerak
4) Saham-saham dalam persekutuan perdangan atau perusahaan
5) Surat-surat berharga lainnya
6) Tanda-tanda perutangan yang dilakukan dengan negara-negara asing
Adapun suatu kebendaan dikategorikan sebagai kebendaan tidak
bergerak (kebendan tetap), bisa :
a. Karena sifatnya
b. Karena peruntukanya
c. Karena ketetapan menurut undang-undang
Pengaturan kebendaan tidak bergerak tersebut diataur lebih
lanjut dalam ketentuan-ketentuan pasal 506, pasal 507, dan pasal 508
KUH Perdata serta pasal 314 KUH Dagang, yang mengkategorisasikan

kebendaan tidak bergerak ke dalam tiga golongan, yaitu:**

*' Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarata: Sinar Grafika, 2008), h. 47
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a. Kebendaan bergerak yang karena sifatnya tidak bergerak, artinya

kebendaan tersebut tidak dapat berpindah atau dipindah tempat.

Kebendaan seperti ini meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Tanah dan segala sesuatu yang melekat secara terpaku dan
tertancap padanya.

Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan diatasnya
Penggilingan-penggilingan, kecuali yang ditentukan dalam pasal
510

Pohon-pohon dan tanaman ladang, yang dengan akarnya
menancap dalam tanah.

Buah-buahan dari pohon yang belum dipetik

Barang-barang tambang selama belum terpisah dan digali dari
tanah

Kayu tebangan dari hutan

Kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama belum
dipotong

Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan untuk menyalurkan air

dari rumah atau pekarangan

10) Segala apa yang tertancap dalam pekarangan

11) Segala yang terpaku dalam bangunan rumah.
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b. Kebendaan karena peruntukanya termasuk dalam kebendaan tidak
bergerak, karena benda-benda tersebut telah menyatu sebagai bagian
dari kebendaan tidak bergerak. Kebendaan yang demikian meliputi:*?
1) Kebendaan dalam perusahaan pabrik yang tertancap atau terpaku,

yaitu barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-
penggilingan, pengemblengan besi dan barang-barang tidak
bergerak yang sejenis itu, apitan besi, kuali-kuali penggukusan,
tempat api, jambang-jambang, tong-tong, dan pekakas-pekakas
sebagainya yang termasuk dalam atau bagian dari pabrik walaupun
barang itu tidak terpaku.

2) Kenbendaan dalam perumahan, yaitu cermin-cermin, lukisan-
lukisan dan perhiasan lainnya sepanjang barang-barang itu
diletakkan pada papan atau pasangan batu yang merupakanbagian
dinding, pagar atau pelesteran ruangan walaupun barang-barang itu
tidak terpaku.

3) Kebendaan dalam (kepemilikan) pertanahan, yaitu lungkang atau
timbunan gemuk yang diperuntukan guan merabuk tanah, burung
merpati, termasuk kawanan burung merpati, sarang burung yang
dapat dimakan sebelum dikumpulkan atau diambil, ikan yang ada
di dalam kolam.

4) Kebendaan bahan bangunan gedung yang berasal dari perombakan
atau perubuhan gedung, bila diperuntukan guna mendirikan gedung

itu.

%2 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarata: Sinar Grafika, 2008), h. 47
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5) Kebendaan yang oleh pemiliknya hubungkan dengan kebendaan
tidak bergeraknya guna dipakai selamanya, yaitu bilamana
kebendaan itu diletakkan kepadanya dengan pekerjaan menggali,
pekerjaan kayu atau pemasangan batu, atau bilamana kebendaan itu
tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus atau merusaknya,
atau dengan tidak memutus atau merusak bagian dari kebendaan
tidak bergerak tadi dimana kebendaan itu diletakkan.

c. Kebendaan yang karena undang-undang ditetapkan sebagai kebendaan
tidak bergerak, yaitu berupa;*®

1) Hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak

2) Hak pengabdian tanah

3) Hak numpang karang

4) Hak guna usaha

5) Hak sepersepuluhan

6) Bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa
yang berhubungan dengan dengan itu

7) Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan
tidak bergerak.

Jenis-jenis anggunan non kebendaan terdiri dari:*
a. Personal Guarantee atau Borgtocht
Adalah jaminan seseorang pihak ke Il yang menjamin pembayaran

kembali kepada bank sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu

** Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarata: Sinar Grafika, 2008), h. 48
** Bank kita, “Agunan Pembiayaan”, http://bank-kita.blogspot.com/2011/01/agunan-pembiayaan.
html, diakses 27 Desember 2016
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(gagal) dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap
kreditur (bank). Personal Guarantee/borgtocht ini bersifat umum,
artinya mengakibatkan seluruh harta kekayaan si penjamin
(guarantor) menjadi jaminan pembiayaan debitur yang bersangkutan
dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata dan
telah ada persetujuan suami/ isteri.

Corporate Guarantee

Adalah jaminan perusahaan (pihak ke Il1) yang menjamin pembayaran
kembali kepada bank sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu
(gagal) dalam memenuhi kewajiba-kewajiban finansialnya terhadap

kreditur (bank).

6. Ketentuan Benda Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada

lembaga perbankan atau lembaga keunagan nonbank, namun benda-benda

yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat

tertentu. Syarar-syarat benda jaminan yang baik adalah:*

a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang

memerlukanya.

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan

atau meneruskan usahanya.

* Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

2014), h. 27
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c. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan
setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan
untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari perum
pengadaian, maka hal paling penting diketahui adalah masalah barang yang
dapat dijadikan jaminan. Perum pengadaian dalam hal ini telah menetapkan
ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaiakan.
Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah
diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya
jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Semakin
besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan
diperoleh.

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat
dijadikan jaminan perum pengadaian sebagai berikut:

a. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain:

1) Emas

2) Perak

3) Intan

4) Berlian
5) Mutiara
6) Platina
7) Jam

b. Barang-barang beruapa kendaraan seperti:

1) Mobil (termasuk bajaj dan bemo)
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2) Sepeda motor

3) Sepeda biasa (termasuk becak)

c. Barang-barang elektronik antara lain:

1) Televisi

2) Radio

3) Radio tape

4) Video

5) Komputer

6) Kulkas

7) Tustel

8) Mesin tik

d. Mesin-mesin seperti:
1) Mesin jahit
2) Mesin kapal motor
e. Berang-barang keperluan rumah tangga seperti:

1) Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.

2) Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-
barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih
dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pengadaian penting
mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya,

maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.*®

*® Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h.
250-251
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7. Manfaat Benda Jaminan
Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting
dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan lembaga ini
dapat memberikan mafaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur
adalah :
a. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup.
b. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur adalah kepastian untuk
menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur.
Sedangkan manfaat bagi debitur adalah :
a. Debitur dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir
dalam mengembankan usahanya.
b. Keamanan modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak
merasa takut atau khawatir tidak dikembalikanya modal tersebut.*’
B. Rahn
1. Pengertian Rahn
Istilah hukum jaminan ini dalam pembahasan kajian ilmu fighnya
sepesialis masuk dalam pembahasan bab rahn, sebagaimana yang telah di
jelaskan oleh para fugoha diantaranya di dalam kitab figh Syarah fathul
garib, figh Islam Wa Adillatuhu dan kitab figh lkna’ Figh Syafiiyah. Dalam
kitab figh Syarah fathul garib di jelaskan pengertian secara bahasa dan

syara’ bahwa:

*” Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014),
h. 28
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Artinya : “Hukum-hukum rahn secara bahasa adalah ketetapan sedangkan
secara Syara’ adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai

kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya ketika terjadinya

udur untuk melunasinya .

Dalam kitab fighu Islam Wa Adillatuhu di jelaskan pengertian

secara bahasa dan syara’ bahwa :
s 056 35 13 o Bt o) 15 Ss 1 B a1 ) i
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Definesi rahn dalam kitab figh Islam Wa Adillatuhu dijelaskan

pengertian secara bahasa adalah tetap dan langgeng sedangkan secara

syarah adalah menjadikan sesuatu dengan hak untuk melunasinya, yakni

menjadikan harta benda yang memiliki nilai harta secara syar’t dan
menjadikan kepercayaan untuk melunasi hutang.

Imam Syafii menjelaskan definisi tentang rahn adalah menjadikan

barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan

terbayar dari padanya ketika terjadinya udur untuk melunasinya. Dalam

*® Syech Samsudin Abu Abdillah Muammad bin Qasim Abu Suja’, Sarah fathul garib, (cetakan
Surabaya: kharomain, 2005), h. 32

** Imron Abu amar, Fat-hul Qarib, jilid | (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 2006), h. 247

0 Wahbah Zuhaili, Fighu Islam wa Adillatuhu, Juz V (Damaskus: Darul fikri, 1985), h. 180
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Kitab ikna’ Figh Syafiiyah karya Syaikh Syamsudin Muhammad bin

Muhammad Al-khatib Al-Syarbiny menjelaskan bahwa rahn adalah :
sl AL G Sos ) AR gy a5l 8 1
s e e Late (asnd o B35y 1L s 2l B2y

Artinya: Rahn secara bahasa adalah ketetapan sedangkan secara Syarah
adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan
hutang dimana akan terbayar dari padanya ketika terjadinya udur untuk
melunasinya.

Menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya Fathul
Wahab mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta
benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari (harta)
benda itu bila utang tidak dibayar.

Menurut Imam Tagiyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya
Kifayatul Ahyar Ghoyatil Iktisar, berpendapat bahwa rahn adalah akad atau
perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau
penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang
digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.*?

Menurut ulama Syafiiyah mendefinisikan rahn sebagai berikut:

“Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang
dipenui dari harganya, jika yang berhutang tidak sanggup membayar

utangnya.*

* Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-khatibi Al-Syarbany, Ikna’, juz 1 (Maktabah
Syamilah 2013), h. 272

* Muhammad Sholikul Hadi, Pengaadain Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah ,2003), h. 51.

* zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2
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Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang
dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Rahn juga bisa diartikan
menjadikan barang yang mempunyai nilai harta yang menurut pandangan
syariah sebagai jaminan utang, sehingga seorang yang bersangkutan boleh
mengambil hutangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain Rahn
adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain,
dengan utang sebagai gantinya.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan
tambahan pada pembiayaan yang beresiko tinggi. Akad ini juga dapat
menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna
keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan
dan sebagainya. Bank atau lembanga keuangan bukan bank tidak boleh
menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang

yang digadaikan tersebut.**

2. Dasar Hukum Rahn
Dasar-dasar hukum tentang rahn telah dijelaskan dalam Al-quran,

hadist dan ijma’ Ulama.

a. Firman Allah SWT:

1) QS. Al-Bagarah [2]: 283:

4., 2 w Lt < st Y. 4 T o2 & .

|
¢

* Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2009), h. 168
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Artinya : Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak
memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan

yang dipegang ..."

i

] o @ w7 7 o > o, Y
L ABGT ) o) 335 Uasy 1065 2l OB

Artinya: “Maka kalau yamg satu mempercayai yang lain, hendaklah
yang dipercai itu membayarkan (mengembalikan) barang yang

diamanatkan kepadanya.

2) QS. Al-Ma’idah [5]: 1:
e 258800 151 Tatare 5,07 G0
"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."
3) QS. Al-lIsra’ [17] : 34:

o Ngta 08T Agall O Lugally 15313

"Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai

pertanggungjawaban."

b. Hadist
1) Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah RA, ia

berkata:
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"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan
berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju

besi kepadanya.”

2) Hadist Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu

Hurairah, Nabi SAW bersabda:

€7 44,4
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"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang
menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan menanggung

risikonya."

3) Hadist Nabi riwayat Hurairoh, Nabi SAW bersabda:

-
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"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat

diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang

* Abu Zakaria Al-Ansori, Fathul Wahab Bi Syarah Minhaju Tulab, juz | (Surabaya: Nurul Huda,
2014), h. 192

*® Al-Imam Asy-Syafii, Al-Umm, jilid 1V (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 339

" Ibnu Hazar Al-Asgolani, Bulugul Marom, (Sangkufuroh Jidah Indonesia: PT Al-haromain,
2007), h. 183
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menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib
menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”
c. [jma’
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Figh al-
Islami wa Adillatuh, 1985, V: 181).

Kaidah fikih:
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"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
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Pendapat Ulama tentang Rahn, antara lain:

1) Pendapat Ibnu Qudamah:
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"Mengenai dalil ijma’ umat Islam sepakat (ijma‘) bahwa secara garis
besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan."

8 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130
* sayid Thontowi, Figh Muyyasar, Juz 111 ( Maktubah Masyruk 2014), h. 30
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2) Pendapat Al-Khathib Al-Syirbini:
Yo Gl gl s 03B BB e S5E Y R il ST Rl

(\¥Y 2

"Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh
dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang

gadai tersebut."
3) Pendapat Mayoritas Ulama:
By de) W) B G e s O B o O e ek
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"Mayoritas ulama (selain Ahmad) berpendapat bahwa penerima

gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali."

3. Rukun dan Syarat Rahn

a.

Rahin dan Murtahin
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni réhin dan murtahin,
harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan berarti

kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

. Syighat (akad)

Syighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu
di masa mendatang.
Marhun bih (utang)
Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada

pemiliknya dan memungkinkan pemafaatanya. Bila sesuatu yang menjadi

47



utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikualifikasikan
atau dihitung jumlahnya.

d. Marhun (barang)
Menurut ulama Syafiiyah, gadai bisa sah dengan dipenuhnya tiga syarat.
Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
Kedua, penetapan kepemilikan pengadaian atas barang yang digadaikan
tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala
sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi para ulama sepakat bahwa
syarat gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual
belikan.*

T olles darg 4 Dyaag Opai el STy 88 iSS

a. Barang yang digadaikan (marhun/rahn)
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan
oleh r@hin (pemberi gadai) adalah dapat diserah trimakan, bermanfaat,
milik rahin, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan
demikian barang-barang yang tidak dapat diperjual belikan tidak dapat
digadaikan.

b. Utang (marhun bih)
Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat sebuah hutang yang dapat

dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat

*® Ismail Nawawi, Figh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.
200

*! Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-khatibi Al-Syarbany, Zkna’, juz | (Maktabah
Syamilah 2013), h. 273

48



dimanfaatkan, hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang
harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.

c¢. Ucapan Syigat ijab dan gabul.
Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan
saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara
para pihak.

d. Para pihak Orang yang mengadaikan (rahin) dan Orang yang menerima
gadai (murtahin).

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara r¢hin dan
murtahin, maka ucapan yang diterima ialah ucapan rdhin dengan disuruh
bersumpah, kecuali bila rdhin bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika
yang diperselisihkan adalah mengenai marhun, maka ucapan yang diterima
adalah ucapan murtahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika rdhin bisa
mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya, karena
Rasulullah SAW bersabda: “barang bukti dimintakan dari orang yang
mengeklaim dan sumpah diminta dari orang yang tidak mengaku”
(Diriwayatkan oleh Al-Baihaqgi dengan sanad hasan).

Jika murtahin mengeklaim telah mengembalikan rahn dan rdhin
tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan rdhin dengan
disuruh sumpah, kecuali jika murtahin bisa mendatangkan barang bukti

yang mengkuatkan klaimnya.>?

*2 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2009), h. 170-171
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Artinya : “Pentingnya memahami rukun-rukun rahn, yang pertama
adalah ad-daain yaitu orang yang menerima gadai, yang kedua adalah
al-madin yaitu orang yang menggadaikan, yang ke tiga adalah marhun
yaitu sesuatu yang diberikan oleh orang yang meminjam kepada pihak
yang memberi pinjaman supaya untuk menanggungkan haknya dan yang

keempat adalah syigot yaitu ijab dan gabul dari kedua belah pihak.”

4. Syarat-Syarat Barang Rahn

a.

b.

d.

e

Harus bisa diperjualbelikan.

Harus berupa harta yang bernilai.

. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang

haram.
Harus diketahuai keadaan fisiknya.

Harus dimiliki oleh rahn, setidaknya harus atas idzin pemiliknya.>*

Ketentuan-Ketentuan Barang Jaminan (Marhun) Dalam Fatwa Dewan

Syari’ah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/1V/2014

a.

Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda
bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan,
termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga

syariah lainnya.

>3 Sayid Thontowi, Figh Muyyasar, Juz 111 ( Maktubah Masyruk 2014), h. 31
>* Ismail Nawawi, Figh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.

200
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b. Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan musya' (bagian dari
kepemilikan bersama/part of undivided ownership), maka musya' yang
digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.

c. Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan.

d. Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi
apabila pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik, mudharib, dan

musta’jir) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:

1) Ta'addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak
semestinya dilakukan.

2) Tagshir (tafrith), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh atau
semestinya dilakukan.

3) Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang
tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang

berakad.

6. Berakhirnya Rahn
Akad ar-Rahn selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti
ibraa (ar-Rahn dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah (Al-
murtahin menghibahkan utang yang ada kepada rdhin) terlunasinya utang
yang ada atau yang lainya, penjelasanya lebih lanjut adalah seperti berikut:>

a. Diserahkannya marhun (harta jaminan) kepada pemiliknya.

>>Wahbah Zuhaili, Fighu Islam Wa Adillatuhu, Juz 6 (jakarta: Gema Insani, 2011), h. 229.
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Menurut jumhur ulama Syafiiyyah, akad rahn selesai dan
berakhir dengan diserahkannya marhun kepada pemiliknya. Karena
marhun adalah jaminan penguat hutang, oleh karena itu jika marhun
diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya
jaminan penguat hutang. Oleh karena itu, akad rahn yang ada juga selesai
dan berakhir. Seperti halnya, menurut jumhur, akad rahn selesai dan
berakhir ketika murtahin meminjamkan marhun kepada r¢hin atau
kepada orang lain dengan seizin rahn.

. Terlunasinya seluruh hutang yang ada (marhun bih) Apabila rahn telah
melunasi seluruh marhun bih, maka akad tahn secara otomatis selesai dan
berakhir.

. Penjualan marhun secara paksa

Penjualan marhun secara paksa yang dilakukan oleh rahin atas
perintah hakim atau yang dilakukan oleh hakim ketika rdhin menolak
untuk menjual marhun. Apabila marhun yang dijual dan hutang yang ada
dilunasi dengan harga hasil perjualan tersebut, maka akad rahn selesai
dan berakhir.

Sedangkan jika penjualan tersebut adalah penjualan atas
kesadaran sendiri yang dilakukan oleh rdhin atas seidzin murtahin, maka
jika penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo pelunasan

hutang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak murtahin,
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namun jika berlangsung sebelum jatuhnya tempo pelunasan hutang, maka
harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak murtahin.>®

d. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara
termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).

Akad rahn dianggap selesai dengan terbebaskannya réhin dari
hutang yang ada walau dengan cara apapun, walaupun dengan akad
hawalah. Seperti murtahin menerima suatu barang gadaian yang lain
sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka marhun dianggap telah
ditebus.

e. Gadai telah di-fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa
persetujuan rahin.

Apabila pembatalan tersebut dari pihak rdhin maka gadai tetap
berlaku dan tidak batal. Pembatan akad rahn oleh murtahin, menurut
ulama Hanafiyyah disyaratkan harus disertai dengan mengembalikan
marhun kepada rahin. Karena akad rahn tidak berlaku mengikat kecuali
dengan al gabdhu, maka begitupula pembatalan akad rahn juga harus
dengan al gabdhu, yaitu dengan menyerahkan marhun kepada rghin.
Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rdhin sebelum
borg diterima oleh murtahin, atau kehilangan ahliyatul ada, seperti pailit,

gila atau sakit keras yang membawa kepada kematian.”’

%6 Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, h. 229.
>" Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, h. 229-230.
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f. Rusaknya borg (benda yang digadaikan).

Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena
rusaknya borg (barang yang digadaikan). Tindakan (tasarruf) terhadap
borg dengan disewakan, hibah, atau shadagah. Apabila rdhin atau
murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan atau menjual
borg kepada pihak lain atas izin maisng-masing pihak maka akad gadai
menjadi berakhir.>®

0. Melakukan pentasyarufan terhadap marhun dengan meminjamkannya,
menghibahkannya atau mensedekahkannya. Akad rahn selesai dan
berakhir jika salah satu pihak, yaitu rghin atau murtahin, melakukan
pentasharufan terhadap marhun dengan meminjamkannya atau
menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi.
Seperti halnya, akad rahn juga selesai dan berakhir ketika murtahin
menyewa marhun dari rdhin jika memang ia memperbaharui al gabdhu
atas dasar akad sewa tersebut. Sedangkan jika marhun dijual, maka akad
rahn yang ada tidak selesai dan berakhir. Karena marhun yang dijual
tersebut ada penggantinya yang menduduki posisi sebagai marhun, yaitu
harga hasil penjualan tersebut.>®

Berakhirnya hak gadai menurut sayyid sabiq, hak gadai akan
berakhir jika:®°
1) Rahin (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua

kewajibannya kepada murtahin (yang menerima gadai).

*® Mushlich, Figh Muamalah, h. 313-314.
%9 Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, h. 231.
® Muhammad Sholikul Hadi, Pengaadain Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah ,2003), h. 54
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2) Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
3) Baik rdhin atau murtahin atau salah satunya inkar dari ketentuan
syara’ dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.
7. Hikmah Rahn
Allah SWT, mensyariatkan rahn adalah untuk memelihara atau
menjamin hak-hak antar sesama, menjaga hutang dari kerusakan, mencegah

pertikaian atau permusuhan atar masyarakat.
S 55 (Ll e 0l baing (sl Bua Sl 1 K e gris 5aSg
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Artinya: Hikmah disyariatkanya rahn adalah untuk menanggung hak-hak
bagi orang yang menjalankannya, untuk menjaga hutang dari penyia-nyian,

untuk mencegah permusuhan antar sesama.

Namun lebih terperinci lagi adalah untuk kemaslahatan orang yang
menggadaikan (rahin), pemberi hutangan (murtahin) dan masyarakat.

a. Untuk rahin (orang yang mengadaikan), ia mendapatkan keuntungan
dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari
krisis dan menghilangkan kegundahan dihatinya serta kadang ia bisa
berdagang dengan modal tersebut lalu menjadi sebab ia menjadi sukses.

b. Untuk murtahin (pihak pemberi hutang) akan menjadi tenang dan merasa
aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan syar’l dan bila ia berniat

baik maka mendapatkan pahala dari Allah.

®! Sayid Thontowi, Figh Muyyasar, Juz 111 ( Maktubah Masyruk, 2014), h. 30
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Adapun manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip rahn
adalah sebagai berikut:®?

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan
fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemengang
deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah
peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhun)
yang di pegang oleh bank.

c. Jika rahn ditetapkan dalam mekanisme pengadaian, sudah barang
tentu akan sangat membantu saudara Kkita yang kesulitan dana,
terutama di daerah-daerah.

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat
adalah memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan
kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk
tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Disana ada manfaat
menjadi  solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan dan

melapangkan penguasa.®®

%2 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 2009), h. 171-172

% Al Ulama Bil Mamlakah Al Arabiyah Al Su’udiyah, Abhaats Hai’at Kibaar, juz 6 (Al-Amaanah
Al ‘Amah Lihai’at Kibar Al Ulama, 1422 H), h. 112
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Keabsahan ljazah Sebagai Agunan Dalam Akad Pembiayaan Menurut

Regulasi Perbankan Syariah.

Menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang
tertentu, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan
(kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, dan
mudah dicaikan yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan
kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bila pihak perbankan dan lembaga
keuangan lainnya atau bahkan perseorangan meminta kebendaan jaminan
dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan
pailit, maka benda jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna untuk
menutupi pelunasan atau pengembalian utang yang tersisa.

Jaminan pemberian kredit pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin
kepastian akan pelunasan utang debitor bila debitor cidera janji atau dinyatakan
pailit. Oleh karena itu dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut maka
akan memberikan jaminan perlindungan bagi keamanan dan kepastian hukum
kreditor bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debitornya
wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang
bersangkutan.®* Untuk memperkecil risiko dalam memberikan kredit bank
harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan iktikad baik dan
kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta

bunganya. Hal-hal tersebut dikenal dengan prinsip 5 C yakni Character

* Riny Dwiyanti, Kedudukan Hukum Surat Kuasa menjual Terhadap Objek Jaminan Yang
Dibebani Dengan Hak Tanggungan, Fakutas Hukum, Universitas Hasanudin, 15 ( juli 2016) , h. 2
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(watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan
Condition of economy (kondisi keuangan).

Landasan hukum tentang agunan dalam pembiayaan perbankan
syariah adalah Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah.

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak

maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan

kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin
pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.®®

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebendaan jaminan
dimaksudkan untuk memberkan perlindungan dan sekaligus kepastian hukum,
baik kepada kreditor maupun kepada debitur. Bagi kreditor, dengan diikatnya
suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu akan memberikan kepastian
hukum pelunasan utang debitur seandainya debiturnya wanprestasi atau
dinyatakan pailit. Kebendaan jaminan akan memberikan kepastian hukum
kepada pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya, bahwa utang debitur
(piutang kreditor) beserta dengan bunganya akan tetap kembali dengan cara
menguangkan kebendaan jaminan utang yang bersangkutan.

Sebaliknya bagi debitur, hal ini akan menjamin ketenangan dan
kepastian dalam berusaha. Karena dengan modal yang dimiliknya debitur yang
bersangkutan dapat mengembangkan bisnis atau usahanya lebih lanjut.
Seandainya debitur tidak mampu melunasi utang atau bunganya, maka pihak

kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap agunan untuk diuangkan. Oleh

® pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
(Lembaran Negara).
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karena itu, umumnya nilai kebendaan jaminan harus lebih tinggi dibandingkan
dengan nilai utangnya.®®

Dalam landasan dasar hukum bahwa perbankan syariah untuk
kelayakan penyaluran dana di jelaskan dalam ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa:

1. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas
kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk
melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah
dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima
Fasilitas.

2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang

saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek
usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Lembaga keuangan mempunyai tugas untuk melancarakan dan
mengamankan pemberian kredit, jaminan yang baik (ideal) itu adalah :

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak
yang memerlukanya.

2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk
melakukan (meneruskan) usahanya.

3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti
bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu
bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si
penerima (pengambil) kredit.

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PB1/2005
Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam undang-

% Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarata: Sinar Grafika, 2008), h. 71
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undang ini ditegaskan bahwa Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk

pembiayaan berdasarkan akad Murabahah berlaku persyaratan paling kurang

sebagai berikut :

a.

b.

Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual
beli barang.

Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank
ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.

. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk

membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah
barang secara prinsip menjadi milik Bank.

Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau
urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang
oleh nasabah.

Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan
selain barang yang dibiayai Bank.

. kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan

tidak berubah selama periode Akad.

. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara

proporsional.

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI1/2005

Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana tersebut telah dijelaskan

bahwa

perbankan syariah boleh hukumnya meminta sebuah agunan

tambahan kepada nasabah.

Ketentuan dalam pasal-pasal buku Il KUH Perdata yang mengatur

mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari titel kesembilan

belas sampai dengan titel ke dua puluh satu, pasal 1131 samapai 1232. Pasal

1131 KUH Perdata mengatur segala kebendaan seorang debitur, baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru
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akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi
debitur tersebut.®’
B. Keabsahan ljazah Sebagai Agunan (Marhun) Dalam Akad Pembiayaan
Menurut Figh Syafiiyah
Dalam kitab figh apapun, bahwa kata-kata ijazah secara etimologi ilmu

figh tidak disebutkan secara mutlak, namun secara terminologi ilmu figh bisa

dikenal dengan istilah L atau lL.s yakni artinya barang atau benda, oleh

karenanya ijazah termasuk dari jenis sebuah benda atau barang, yang mana
barang tersebut bisa dilihat dari sifat-sifatnya yang dijadikan sebagai agunan,
maka dalam kajian ilmu figh ranahnya khusus sudah masuk dalam bab rahn.
Dalam ilmu figh agunan disebut dengan marhun (barang yang dijadikan

jaminan). Seperti yang dijelaskan dalam kitab Ikna’ Figh Syafiiyah.
sls 5h 008 515 35 a5 Fm Y6 (5 515) 0B e (S 5 U 1S9) 0B Dpa M
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Syaikh Syamsudin  Muhammad bin Muhammad Al-khatibi Al-
Syarbani pengarang kitab Ikna’ figh syafiiyah menjelaskan bahwa Marhun
adalah setiap barang yang boleh diperjual belikan maka boleh digadaikan atau
dijadikan jaminan atau agunan, tidak boleh menggadaikan utang, karena utang

itu tidak berbentuk barang. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak bisa

®” Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarata: Sinar Grafika, 2008), h. 4
% Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-khatibi Al-Syarbani, Zkna’, juz | (Maktabah
Syamilah 2013), h. 272
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diambil manfaatnya seperti menggadaikan rumah yang rusak. Tidak boleh
menggadaikan barang yang tidak sah untuk diperjual belikan seperti barang
wakaf, budak mukatab dan ummul walad.

Syaik Abu Zakaria Al-Ansori, menjelaskan dalam kitab figh Fathul
Wahab Bi Syarah Minhaju Tulab, bahwa barang jaminan itu disebut dengan

istilah marhun, syaratnya adalah :
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Syarat marhun adalah harus berupa barang yang sah diperjual belikan,

maka boleh digadaikan atau dijadikan jaminan. Tidak boleh menggadaikan

utang, karena utang itu tidak berbentuk barang. Tidak boleh menggadaikan

barang yang tidak bisa diambil manfaatnya seperti menggadaikan rumah yang

rusak. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak sah untuk diperjual
belikan seperti barang wakaf, budak mukatab dan ummul walad.

Syaik Al-Imam Taqgiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad Husaeni

Damaskus As-Syafii, menjelaskan dalam kitab karangannya figh kifayarul

akhyar bahwa barang yang dijadikan agunan atau marhun itu adalah :
e 3t Y L G S ¥ T Slaly ey s A Sl LIS Al JG 1A
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% Abu Zakaria Al-Ansori, Fathul Wahab Bi Syarah Minhaju Tulab, juz I (Surabaya: Nurul Huda,
2014), h. 193
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Beliau berpendapat bahwa setiap barang yang boleh diperjual belikan
maka boleh digadaikan atau dijadikan agunan. Dan barangnya tidak
diperkenankan untuk digadaikan karena barang tersebut tidak bisa diperjual
belikan, seperti halnya menggadaikan barang-barang wakaf dan menggadaikan
umul walad dan sejenisnya, tidak sah menggadaikan barang yang telah hilang
maksud dan tujuannya. Beliau juga mensyaratkan barang yang dijadikan
jaminan (marhun) itu harus berupa ‘ain (dzatiyah barang) ini menurut
pendapat yang lebih kuat. Tidak boleh menggadaikan hutang karena syarat dari
marhun adalah barangnya harus jelas diterima atau pegang, sedangkan utang
itu tidak jelas untuk dipegang. Dan apabila dipengang yaitu harus berupa
barang. Dan disyaratkan dalam mahun itu harus berupa nilai hutang yang tetap.
Menurut Syaikh tagiyuddin bahwa tidak sah menggadaikan barang hasil
ghosob, tidak sah menggadaikan barang yang kedudukannya sudah disewakan,
dan semua barang-barang hasil ghosob, karena sesungguhnya barang yang
dijadikan jaminan ini tidak lain untuk melunasi hutangnya.
Syaikh Al-‘Alamah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arobi bin Ali
Al-Bantani Al-Jawi As-syafii, menjelaskan dalam kitab karanganya Tausyeh
‘Ala Ibnu Qosim, bahwa barang jaminan atau marhun itu harus memiliki

kekuatan atau kredibilitas tinggi, menurut beliau adalah :

®|mam Tagiuddin, Kitab Kifayatul Akhyar, juz I, ( Semarang: Thoha Putra, 1998), h. 263-264
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Menurut pengarang bahwa marhun yang berkualitas tinggi adalah dari
bentuk barang sedangkan marhun bih itu berasal dari hutang, di dalam
pendapatnya bahwa setiap barang yang sah diperjual belikan, maka boleh
untuk digadaikan, artinya bahwa untuk memehami kaidah ini adalah
sesungguhnya setiap barang yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan
maka otomatis tidak boleh digadaikan atau dijadikan sebagai agunan.

Barang yang digadaikan itu berupa benda maka tidak boleh
menggadaikan utang, umpamanya kata si rdhin, “Berilah saya dahulu sebanyak
Rp. 100.000,00- dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp.
150.000,00- yang sekarang ada di tangan si Badu”, hal ini karena utang-utang
itu belum tentu dapat diserahkan waktu tertentu.

Barang yang digadaikan itu hendaklah sama harganya dengan banyak
uang yang diutang (dipinjam), atau lebih kurang menurut harga biasa. Barang
yang telah digadaikan itu boleh dijual pada waktu yang telah ditentukan bila
penggadai belum melunasi utangnya. Dalam hal ini, hendaklah yang
mempunyai barang itu sendiri yang menjualnya atau wakilnya atau idzin orang
yang menerima gadaian.

Kalau murtahin yang menjual, hendaklah penjualan itu disaksikan

oleh orang yang mempunyai barang. Kelebihan uang penjualan itu wajib

"' Muhammad Nawawi bin Umar Al-jawi, Tausyeh Ala Ibnu Qasim, (Jakarta: Darul Kutub Al-
Islamiyah, 2002), h. 276
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diberikan kepada pemilik barang, dan tidak boleh digelapkan oleh pemegang

gadai. Bila terjadi sebaliknya, perbuatan itu dianggap penganiyayaan.

"2 Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin, Figh Madzhab Syafii’, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 73
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kami terkait keabsahan ijazah sebagai agunan
dalam akad pembiayaan perbankan syariah dapat di simpulkan sebagai berikut:
1. Menurut Regulasi Perbankan Syariah

Menurut regulasi perbankan syariah landasan dari Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/46/PBI1/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan
Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah. Pihak Bank itu dapat meminta nasabah
untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank.
Dalam akad pembiayaan Perbankan syariah untuk kelayakan penyaluran
dana di jelaskan dalam ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 bahwa Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai
keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima
Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank
Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima
Fasilitas. Dan Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang
saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha
dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.
2. Menurut Figh Syafiiyah
Menurut Abu Zakaria Al-Ansori, menjelaskan dalam kitab karangannya

Fathul Wahab Bi Syarah Minhaju Tulab bahwa syarat marhun adalah harus
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berupa barang yang sah diperjual belikan maka boleh digadaikan atau
dijadikan jaminan. Tidak boleh menggadaikan utang, karena utang itu tidak
berbentuk barang. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak bisa
diambil manfaatnya seperti mengadaikan rumah yang rusak. Tidak boleh
menggadaikan barang yang tidak sah untuk diperjual belikan seperti barang
wakaf, budak mukatab dan ummul walad. Dari penjelasan figh syafiiyah
yang penulis kaji ini bahwa keabsahan ijazah sebagai agunan harus
memiliki nilai jual.

2 EY e 5h 5 5 35 g fe S Wk Bt (Le B 05001 3) B2 ()
thad Yo Lol Beidd OV B gls Ko 2 Ol aeish By Vg candd o jpuis

s B AT Ui ke e Y e 2y Y5 Bkl

Menurut Syaikh Al-‘Alamah Muhammad Nawawi bin Umar bin

Arobi bin Ali Al-Bantani Al-Jawi As-syafii, menjelaskan dalam kitab
karanganya Tausyeh ‘Ala Ibnu Qosim, bahwa marhur itu harus memiliki

nilai ekonomis atau nilai jual dipasaran, menurut beliau adalah :
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Menurut pengarang kitab bahwa marhun yang berkualitas tinggi

adalah dari bentuk barang sedangkan marhun bih itu berasal dari hutang, di

dalam pendapatnya bahwa setiap barang yang sah diperjual belikan, maka

”® Abu Zakaria Al-Ansori, Fathul Wahab Bi Syarah Minhaju Tulab, juz | (Surabaya: Nurul Huda,
2014), h. 193

* Muhammad Nawawi bin Umar Al-jawi, Tausyeh Ala Ibnu Qasim, (Jakarta: Darul Kutub Al-
Islamiyah, 2002), h. 276

67



boleh untuk digadaikan, artinya bahwa untuk memehami kaidah ini
sesungguhnya setiap barang yang tidak diperkenankan untuk
diperjualbelikan maka secara otomatis tidak boleh untuk digadaikan atau
dijadikan sebagai jaminan.
B. Saran
Berdasarkan uarain diatas dan ketentuan regulasi perbankan syariah
serta penjelasan dari Ulama figh Syafiiyah ada dua saran terkait tentang
keabsahab ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah
perspektif figh syafiiyah, yaitu :

1. Untuk lembaga keuangan yaitu perbankan syariah itu sendiri, harus tetap
berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip
syariah Islam, serta lebih berhati-hati lagi bahwa dalam menentukan agunan
pada akad pembiayaan perbankan syariah, sehingga fungsi sebagai lembaga
keuangan syariah yang keberadaannya untuk ekonomi umat lebih dapat
tercapai dan lebih aman.

2. Bagi nasabah atau calon nasabah, hendaknya dapat memahami bahwa
dengan penyertaan dalam sebuah Agunan, sehingga akan terjalin hubungan
yang baik dan erat serta akan menimbulkan rasa saling percaya, rasa aman

dan damai untuk kebaikan bersama.
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Menimbang: a.

Mengingat:

i

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional
Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan
makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan
sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan,
kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai
dengan prinsip syariah;

bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa
perbankan syariah semakin meningkat;

bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan
dengan perbankan konvensional;

bahwa pengaturan mengenai perbankemn syrehn @i dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 belum spesifik sehingga perfu diatur secara
khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebageimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ‘enfemg Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790j;

3. Undang-Undang ...
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26.

P

28.

29.

30.

31.

32.

=i

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda
bergerak maupun benda tidak bergerzk yzmg Urserznrzm
oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS,
guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima

Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad
antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip,
dengan ketentuan Bank Umum Syariah afan. UUS yang
bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas
harta tersebut.

Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili
kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad
wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan
dan pemegang surat berharga tersebut.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri
dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan
aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabucgkar diri
beralih karena hukum kepada Bank yang menerima
penggabungan dan selanjutnya status badan hukum
Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara
mendirikan satu Bank baru yang karena hukum
memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang
meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang
meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan
untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.

Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank
menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan
ketentuan peraturan perondang-onaangsn.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya
berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip
kehati-hatian.

Pasal 3...
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2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau
istishna’;
3. Pembiayaan berdasarkan Akad gardh;

4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak
bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau
sewa beli dalam bentuk ijjarah muntahiya bittamlik; dan

5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk
titipan berdasarkan Akad wadi’‘ah atau Investasi

berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

memindahkan wuang, baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada @ Darlg "Urrroomn
Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank
Syariah lainnya vang sesuai dengan Prinsip Syarah
berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana
dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip
Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali
diatur dalam undang-undang lain.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23

Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan
atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima
Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya,
sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana
kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan
penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan,
modal, Agunan, dan prospek uszha darl czion WaszHban
Penerima Fasilitas.

Bagian ...
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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/46/PB1/2005
TENTANG

AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN

Menimbang:

Mengingat :

sy

PRINSIP SYARIAH
GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa perbankan syariah harus senantiasa menjaga
kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun
kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar
operasinya;

bahwa setiap pelaku dalam industri perbankan syariah,
termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta
otoritas pengawas harus memiliki kesamaan cara pandang
terhadap Akad-Akad produk penghimpunan dan penyaluran
dana bank syariah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b dipandang periu untuk menetapkan
ketentuan tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana
bagl bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan ...
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modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi
perjanjian dari salah satu pihak;

nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu
investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya
berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;

pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi
(profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing);
pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan
keuangan nasabah;

pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad atau
dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha;
dan

Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko
apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam

Akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

Paragraf 2
Penyaluran Dana Berdasarkan Murabahah, Salam dan Istishna’
Pasal 9

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan
Murabahah berlaku persyaratan paling kurang scbagai berikut
a. Bank menyediakan dana pembiayaén berdasarkan perjanjian jual beli

barang.
b. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank

ditentukan ...
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ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya;

dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli
barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara
prinsip menjadi milik Bank;

Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun
saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan
selain barang yang dibiayai Bank;

kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak
berubah selama periode Akad;

Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara

proporsional.

Dalam hal Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka berlaku ketentuan sebagai
berikut :

a

dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang
setelah membayar uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dari
uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang
muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai
kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta
lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah;

dalam hal urbun, jika nasabah batal membeli barang, maka urbun yang
telah dibayarkan nasabah menjadi milik Bank maksimal sebesar

kerugian ...
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